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Abstract (English) Avrticle History

In an effort to realize equitable education quality and access in Indonesia, this  Submitted: 30 Desember 2024
research investigates methods to optimize education funding in 3T areas, which Accepted: 5 Januari 2025
stands for “Frontier, Outermost, and Disadvantaged”. One of the main problems Published: 6 Januari 2025
hindering the achievement of equitable education rights is the inequality in the

provision of facilities, infrastructure and educators in the 3T areas. This study uses Key Words

the literature review method to explore the literature related to the geographical, Financing, Education, 3T Areas
social and economic challenges affecting education in the 3T areas and the

government's efforts to address these issues through funding policies,

infrastructure development and teacher capacity building. The results show that

methods such as increasing flexibility in the use of BOS funds, government

cooperation with the private sector and scholarship programs can improve access

to education in the 3T areas. However, to implement the policies, stronger

cooperation and stricter supervision between central, regional and local

governments are needed to address the current inequalities. In conclusion, to

support the development of excellent and competitive human resources around the

world, it is crucial to optimize education funding creatively and effectively.

Abstrak (Indonesia) Sejarah Artikel

Dalam upaya mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan akses di Indonesia, Submitted: 30 Desember 2024
penelitian ini menyelidiki metode untuk mengoptimalkan pendanaan pendidikan Accepted: 5 Januari 2025

di wilayah 3T, yang merupakan singkatan dari "Terdepan, Terluar, dan Published: 6 Januari 2025
Tertinggal”. Salah satu dari masalah utama yang menghambat pencapaian hak

pendidikan yang merata adalah ketimpangan dalam penyediaan sarana, prasarana, Kata Kunci

dan tenaga pendidik di wilayah 3T. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka Pembiayaan, Pendidikan, Daerah
untuk mengeksplorasi literatur terkait tantangan geografis geografis, sosial, dan 3T

ekonomi yang memengaruhi pendidikan di daerah 3T, serta upaya pemerintah

untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan pendanaan, pembangunan

infrastruktur, dan peningkatan kemampuan guru. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa metode seperti meningkatkan fleksibilitas penggunaan dana BOS, kerja

sama pemerintah dengan sektor swasta, dan program beasiswa dapat meningkatkan

akses pendidikan di wilayah 3T. Namun, untuk menerapkan kebijakan, dibutuhkan

kerja sama yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat antara pemerintah

pusat, daerah, dan lokal untuk mengatasi ketimpangan saat ini. Kesimpulannya,

untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya

saing di seluruh dunia, sangat penting untuk mengoptimalkan pendanaan

pendidikan secara kreatif dan efektif.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen krusial bagi sebuah negara karena dapat menghasilkan
generasi yang berkualitas dan unggul, sehingga menciptakan masyarakat yang produktif untuk
kemajuan bangsa. Yulius (2020) juga menekankan bahwa pendidikan berperan penting dalam
menentukan arah suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu tujuan negara,
sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang
menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut,
UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara, seperti yang
tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat
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pendidikan.” Namun, kondisi geografis dan sosiokultural Indonesia, yang sangat luas dan
beragam, dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk tantangan pendidikan di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Ketidaksetaraan dalam kondisi pendidikan di daerah 3T
bukanlah hal baru. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018), kondisi
pendidikan di daerah 3T sangat berbeda dibandingkan dengan di kota-kota besar dan negara
tetangga yang tidak jauh jaraknya. Misalnya, di Malaysia, sekolah-sekolah dibangun dengan
baik dan sering dilengkapi dengan asrama untuk siswa. Guru-guru yang ditugaskan di sana
adalah tenaga muda yang kompeten dan mendapatkan gaji yang pantas. Contoh nyata dapat
dilihat di SMPN 3 Tempurejo di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di mana kondisi pendidikan
sangat memprihatinkan. Sarana dan prasarana pendidikan di sana belum memadai, dengan
kurangnya ruang kelas penting, koleksi buku di perpustakaan yang terbatas, dan alat praktikum
yang tidak cukup. Selain itu, jumlah guru hanya empat orang untuk 51 siswa, yang
menyebabkan beban mengajar yang berlebihan dan mengurangi efektivitas kegiatan belajar
mengajar (Ulfa, 2023).

Masalah pendidikan di daerah 3T sangat beragam, seperti kurangnya jumlah guru,
fasilitas yang tidak memadai, dan perbedaan faktor geografis dibandingkan dengan daerah
perkotaan, yang terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Wahidah dan Istiyono (2020)
menyatakan bahwa tantangan geografis merupakan salah satu kendala utama dalam
keberlanjutan pendidikan di daerah 3T. Kendala ini mencakup minimnya akses transportasi,
perjalanan yang sulit melalui jembatan yang rusak, sungai, atau bahkan lautan, serta jarak yang
jauh menuju sekolah. Mahmudah dan Putra (2021) menambahkan bahwa masalah lain dalam
proses pembelajaran meliputi keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran orang tua untuk
menyekolahkan anak, dan kurangnya motivasi siswa. Selain itu, banyak guru yang diangkat
sebagai PNS di daerah 3T memilih untuk pindah ke kota karena berbagai alasan, termasuk
pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah
untuk mengatasi masalah-masalah ini, mengingat pendidikan merupakan hak asasi setiap
warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945.

Pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan dari berbagai
aspek, termasuk tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana pendukung proses belajar di sekolah.
Kurikulum pendidikan dirancang untuk bersifat fleksibel, agar materi yang diajarkan dapat
mengikuti perubahan dalam masyarakat dan lingkungan pendidikan (Rozi & Aminullah, 2021).
Untuk pengembangan tenaga pendidik, berbagai pelatihan telah dilaksanakan guna
menciptakan guru yang profesional. Wardhani dan Krisnani (2020) menyatakan bahwa
evaluasi pelatihan seharusnya tidak hanya dilakukan sekali, tetapi perlu disesuaikan dengan
kebutuhan guru untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu,
pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan di wilayah masing-
masing, termasuk dalam pengaturan pembiayaan pendidikan (Purba et al., 2024). Pembiayaan
pendidikan mencakup pengelolaan dana, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran untuk
mendukung kebutuhan pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Dengan demikian, sumber
pendanaan pendidikan bagi lembaga pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi dari
masyarakat atau orang tua siswa. Namun, masih terdapat masalah dalam realisasi pembiayaan
pendidikan. Menurut Dewi Oktaviani, seorang Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga
Administrasi Negara menyatakan bahwa meskipun pemerintah mengatur alokasi 20% dari
APBN untuk sektor pendidikan, distribusi dana tersebut tidak selalu merata di berbagai daerah.
Sekolah-sekolah di wilayah terpencil seringkali menerima dana yang kurang untuk memenubhi
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kebutuhan dasar pendidikan, seperti infrastruktur dan pelatihan bagi guru. Oleh karena itu,
penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi optimalisasi pendanaan pendidikan di
daerah 3T.

KAJIAN TEORI DAN TELAAH LITERATUR
a. Pendidikan

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang dirancang secara sadar
untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat
secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuan pendidikan adalah
membentuk kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, karakter yang baik,
kecerdasan, moralitas, serta keterampilan yang berguna bagi individu dan masyarakat.
Pendidikan tidak hanya meliputi pengajaran keterampilan teknis, tetapi juga mencakup
aspek yang lebih dalam seperti penyampaian pengetahuan, kebijaksanaan, dan
kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijak.

Dalam arti luas, pendidikan meliputi seluruh pengalaman belajar yang terjadi
sepanjang hayat, baik dalam lingkungan formal maupun informal, yang berdampak
positif pada perkembangan individu. Konsep ini dikenal sebagai long life education.
Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, pendidikan didefinisikan sebagai
proses yang dilaksanakan di lembaga pendidikan untuk membekali peserta didik
dengan kompetensi, pengetahuan, dan kesadaran sosial, sehingga mereka mampu
memahami hubungan sosial serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Ujud et
al., 2023).

b. Pemerataan Pendidikan
Pemerataan pendidikan merupakan fokus utama dalam pengembangan sumber
daya manusia di banyak negara, termasuk Indonesia. Pendidikan dipandang sebagai
investasi dalam pengembangan modal manusia yang perlu terus ditingkatkan.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong pemerintah untuk mengambil
berbagai inisiatif sehingga semua lapisan masyarakat, baik yang berada di kota maupun
di desa, dapat mengakses pendidikan secara setara dan adil (Sihombing, 2023).

c. Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa
setiap individu memiliki akses ke pendidikan yang bermutu. Pendidikan berkualitas
dianggap sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan
mampu bersaing secara global. Meski demikian, biaya pendidikan seringkali menjadi
(Sutansyah & Ramdani, 2023).

Kendala bagi sebagian orang untuk menikmati hak mereka atas pendidikan yang
layak. Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan pendidikan secara efektif sangat
diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Berbagai metode pendanaan pendidikan
meliputi; 1) Pendanaan Publik: Pemerintah menyediakan anggaran untuk institusi
pendidikan negeri, seperti sekolah dan universitas. Selain itu, pemerintah juga
memberikan beasiswa atau bantuan finansial bagi siswa yang membutuhkan. 2)
Pendanaan Swasta: Perusahaan dan organisasi sering mendukung pendidikan melalui
program pendanaan atau beasiswa, termasuk yang dirancang untuk karyawan atau
keluarga mereka. Organisasi nirlaba juga berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan
melalui berbagai program donasi. 3) Pendanaan Pribadi: Individu dapat membiayai
pendidikan mereka sendiri atau keluarga mereka melalui tabungan atau pinjaman
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pendidikan. Pendekatan yang beragam ini bertujuan untuk memastikan pendidikan
dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan dalam
kualitas pendidikan yang tersedia.

d. Alokasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan

Pengalokasian dana khusus oleh pemerintah untuk sektor pendidikan
merupakan salah satu langkah strategis dalam mendistribusikan anggaran secara efektif
dan merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong
pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas hidup individu di
berbagai daerah. Studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang
pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pemerataan pendidikan,
yang pada akhirnya mendukung pembangunan sumber daya manusia secara
menyeluruh (Sihombing, 2023).

e. Implementasi Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata "policy” yang dalam bahasa Inggris merujuk pada
sebuah rencana yang memiliki tujuan tertentu dan melibatkan keputusan dari berbagai
pihak, seperti pemerintah atau partai politik. Secara etimologis, istilah kebijakan juga
memiliki akar kata dari bahasa Yunani yang berarti "kota,” mencerminkan sifat
kebijakan sebagai bagian dari pengelolaan kehidupan bersama.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan muncul sebagai respons terhadap
masalah-masalah yang ada di sektor tersebut. Salah satu tantangan utamanya adalah
kesenjangan antara tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan
implementasi di lapangan. Proses implementasi kebijakan pendidikan menjadi tahapan
yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan yang telah dirumuskan dapat
dicapai secara efektif.

Implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan serangkaian
aktivitas untuk merealisasikan rencana kebijakan. Hasil dari implementasi tersebut
diharapkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, diperlukan
beberapa tahapan, pendekatan, dan langkah-langkah strategis agar kebijakan dapat
berhasil diterapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya
bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat demi
tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas (Sari et al., 2021).

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Farugqi & Dwi (2022) yang berjudul "Optimalisasi
Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Daerah 3T di Indonesia"
menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah
3T, terutama Papua. Papua menjadi provinsi dengan jumlah daerah 3T terbanyak di Indonesia,
dengan berbagai kendala, termasuk rendahnya aksesibilitas pendidikan, kekurangan tenaga
pendidik bersertifikasi, dan minimnya sarana prasarana pendidikan. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Papua hanya mencapai 60,62%, jauh di bawah rata-rata nasional,
menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi kebijakan.

Tenaga pendidik di Papua sebagian besar belum tersertifikasi, dengan hanya 7% guru
yang memenuhi kualifikasi resmi. Selain itu, sarana pendidikan seperti buku pelajaran,
perpustakaan, dan fasilitas sekolah masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan angka
partisipasi murni (APM) yang rendah, terutama di daerah pedalaman seperti Kabupaten
Puncak. Sementara itu, kota seperti Jayapura menunjukkan APM vyang lebih tinggi,
mencerminkan adanya ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.
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Penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah
tersebut, seperti meningkatkan pelatihan dan sertifikasi guru, menyediakan insentif bagi
pendidik yang bersedia mengabdi di daerah terpencil, serta membangun dan memperbaiki
infrastruktur pendidikan secara merata. Dengan implementasi kebijakan yang efektif dan
kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kualitas pendidikan di Papua dapat
meningkat, mendukung pemerataan pendidikan, dan mendorong pembangunan sumber daya
manusia yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis studi kajian
pustaka (literature review). Metode kajian pustaka ini meliputi kegiatan, mencari, membaca
dan menelaah bahan pustaka berupa buku dan jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan
topik penelitian (Azmi Agustina et al., 2024). Menurut buku yang ditulis oleh (Rashid, 2022)
literatur review merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk mengumpulkan informasi dan
temuan riset yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pendidikan antara daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) merupakan
tantangan besar dalam pembangunan nasional. Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh
konstitusi. Masalah ini tidak hanya menyangkut ketidakadilan akses, tetapi juga berdampak
pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pemerintah telah mengidentifikasi masalah ini sebagai prioritas, dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi alat utama untuk mengatasi kesenjangan.
Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan,
meskipun tantangan struktural masih menjadi penghambat.

Tantangan Utama Pendidikan di Daerah 3T

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa (2023) di daerah 3T tepatnya di SMPN
3 Tempurejo Kab. Jember menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan antara pendidikan di
daerah 3T dengan di wilayah perkotaan itu terbukti berbeda. Hal ini bisa dilihat mulai dari
sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut yang belum memadai, jumlah
dan kualitas tenaga pendidik yang sangat kurang serta faktor aksesibilitas dan kondisi social
yang berdampak pada kualitas dari siswanya. Penelitian yang dilakukan oleh ( et al., 2022)
yang berjudul "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan di Provinsi Papua
sebagai Daerah 3T di Indonesia™ juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam
meningkatkan mutu pendidikan di wilayah 3T, terutama Papua yakni rendahnya aksesibilitas
pendidikan, kekurangan tenaga pendidik bersertifikasi, dan minimnya sarana prasarana
pendidikan. Hal ini juga diperkuat dalam Falah dan Hadna (2022) yang menyebutkan bahwa
terdapat enam masalah utama pendidikan di daerah 3-T selama pandemi, diantaranya adalah
sulitnya internet dan alar komunikasi untuk pembelaaran daring, keterbatasan
ekonomi/pendapatan orang tua siswa, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kurang
memeadainya kualitas pendidik yang tersedia, minimnya jumlah pendidik/tenaga
kependidikan, dan sulitnya infrastruktur jalan dan jauhnya jarak tempuh sekolah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tantangan
utama pendiidkan di daerah 3T meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya jumlah
dan kualitas tenaga pendidik, sulitnya aksesibilitas, serta keterbatasan ekonomi.

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Banyak sekolah di daerah 3T dalam kondisi
memprihatinkan, dengan bangunan yang rusak, kurangnya ruang kelas, dan minimnya

Page | 75



eendlk‘«a« 2025, Vol. 3, No.1

Junal Pendidifan dan Pengajaran 71-80
ISSN: 3025-1206

buku serta media pembelajaran. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang jauh dari
ideal, mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa.

2. Minimnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Pendidik Daerah 3T sering menghadapi
kesulitan dalam menarik tenaga pengajar berkualitas. Guru-guru enggan ditempatkan
di lokasi terpencil karena minimnya insentif dan fasilitas pendukung. Akibatnya,
kualitas pengajaran menjadi rendah dan jumlah pendidik pun tidak mencukupi
kebutuhan.

3. Sulitnya Akses Infrastruktur Infrastruktur jalan yang buruk dan medan sulit, seperti
sungai, tanah berlumpur, atau jembatan rusak, mempersulit siswa untuk mencapai
sekolah. Dalam banyak kasus, siswa harus berjalan jauh setiap hari, yang meningkatkan
angka putus sekolah.

4. Keterbatasan ekonomi/pendapatan orang tua siswa terkadang menyulitkan mereka
banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak mau melanjutkan ke jenjang berikutnya
akrena memilih untuk bekerja. Masalah kesenjangan ini juga muncul sebagaimana
diungkap seperti dari penelitian Muhajir (2020), Rudagi & Siska (2021),
Ulfiaturrohmah et al. (2021), dan Widyasari, et al. (2022).

Upaya Peningkatan Akses Pendidikan

Untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, peran pemerintah sangat diperlukan,
terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Anggaran adalah rencana operasional yang
dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan
kegiatan suatu lembaga selama periode tertentu. Melalui anggaran, dapat terlihat berbagai
aktivitas yang direncanakan. Anggaran umumnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu
penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan bergantung pada jumlah dana yang diterima lembaga
dari berbagai sumber, seperti pemerintah, orang tua, masyarakat, atau sumber lainnya.
Sementara itu, pengeluaran mencakup alokasi dana untuk berbagai komponen yang
memerlukan pembiayaan pendidikan (Purba et al., 2024). Untuk mencapai pemerataan
pendidikan di Indonesia, pengalokasian anggaran yang tepat untuk suatu daerah harus
diperhatikan, terutama untuk daerah yang termasuk dalam daerah 3T. Anita (politikus
Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI) mengatakan bahwa pembiayaan
pendidikan untuk daerah 3T harus berbeda dengan daerah lainnya mengingat banyaknya
persoalan pendidikan yang dihadapi di daerah 3T. “Saya mohon nanti pada prioritas
pembiayaan pendidikan, nanti kita tekankan untuk prioritas pembiayaan pendidikan di daerah
3T dengan daerah lain harus berbeda,” ujarnya (Koran Timor, 2024). Adapun upaya yang dapat
dilakukan sebagai upaya peningkatan akses pendidikan di daerah 3T antaralain:

1. Pembangunan dan renovasi infrastruktur APBN telah dialokasikan untuk membangun
sekolah baru dan merenovasi sekolah yang ada di daerah 3T. Penyediaan fasilitas
seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan asrama bertujuan menciptakan
lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya, program Dana Alokasi Khusus (DAK)
telah mendanai proyek infrastruktur pendidikan di banyak wilayah terpencil.

2. Program beasiswa dan transportasi pendidikan. Pemerintah menyediakan beasiswa
seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung siswa dari keluarga kurang
mampu di daerah 3T. Selain itu, penyediaan transportasi bagi siswa yang harus
menempuh jarak jauh juga telah menjadi bagian dari kebijakan untuk mengurangi
angka putus sekolah.
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Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Peningkatan Kompetensi Guru Pemerintah meluncurkan pelatihan berkelanjutan untuk
meningkatkan kompetensi guru di daerah 3T. Program seperti Guru Garis Depan
(GGD) membantu menempatkan tenaga pendidik berkualitas di wilayah terpencil,
meskipun masih membutuhkan penguatan dalam skala dan pelaksanaannya.

2. Penyediaan Buku dan Teknologi Pendidikan Distribusi buku dan bahan ajar yang
relevan dengan kurikulum nasional didukung oleh APBN. Selain itu, investasi dalam
teknologi seperti komputer dan akses internet bertujuan mengatasi keterbatasan sumber
daya lokal. Penggunaan e-learning mulai diperkenalkan untuk memperluas cakupan
pembelajaran.

3. Program Sekolah Terpadu APBN juga mendukung inisiatif pendidikan yang
mengintegrasikan pendidikan formal dengan pelatihan vokasional. Program ini
membantu siswa di daerah 3T memperoleh keterampilan yang relevan dengan
kebutuhan lokal, meningkatkan kesiapan mereka untuk dunia kerja.

Strategi Pendanaan yang Inovatif

Pengelolaan biaya yang efektif sesuai dengan kebutuhan dana sangat penting untuk
mencapai tujuan pendidikan yang dengan cara terbaik (Purba et al., 2024, him. 64). Anggaran
memiliki beberapa fungsi, termasuk:

1. Memberikan garis besar biaya dan waktu untuk kegiatan yang akan dilakukan;

2. Memberikan wewenang untuk melaksanakan rencana; dan

3. Berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan menilai kegiatan.

Dalam penelitian Purba et al. (2024), biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah dapat
dipengaruhi oleh bererapa faktor, antaralain:

1. Kenaikan biaya

2. Perubahan relatif dalam gaji guru

3. Perubahan dalam populasi dan rasio siswa yang hadir di sekolah negeri

4. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah

5. Peningkatan standar pendidikan

6. Peningkatan tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di daerah 3T, Kemendikbudristek
mengungkapkan berbagai strategi-strategi yang dilakukan melalui program-program yang
sudah dan akan dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Makarim dalam
wawancara di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada tahun 2021, mengungkapkan
beberapa hal berikut

1. Relaksasi Dana BOS. Menteri Pendidikan telah memprioritaskan pendanaan di daerah
3T yakni dengan memberikan kisaran dana BOS yang 50% bahkan 100% lebih besar
dari daerah lain serta memberikan kebebasan kepada kepala sekolah di daerah 3T
untuk menggunakan dana BOS secara fleksibel. Dana tersebut dapat digunakan untuk
menggaji guru honorer, membeli perlengkapan seperti laptop, atau mendukung
ekonomi guru. Kebijakan ini memberikan otonomi lebih kepada sekolah untuk
menangani kebutuhan spesifik mereka.

2. Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) Dalam menghadapi
keterbatasan anggaran, pemerintah mendorong kerja sama dengan sektor swasta untuk
membangun infrastruktur pendidikan. Skema ini telah membantu mempercepat
pembangunan di daerah terpencil, meskipun implementasinya membutuhkan
pengawasan yang ketat.

3. Pendanaan Berbasis Hasil Model ini memberikan insentif kepada daerah yang
berhasil mencapai target pendidikan tertentu, seperti peningkatan angka partisipasi
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sekolah. Pendekatan ini bertujuan mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam

penggunaan dana pendidikan.
Untuk mencapai pemerataan pendidikan, diperlukan adanya konsep efisiensi
pendidikan. Efisiensi pendidikan berarti memiliki kaitan antara optimalisasi sumber daya
pendidikan yang terbatas dengan hasil yang tinggi. (Purba et al., 2024). Upaya efisiensi
ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, anataralain efisiensi internal dan efisiensi
eksternal.
1. Efisiensi internal sistem pendidikan dianggap efisiensi internal jika dapat mencapai
hasil yang diharapkan dengan biaya yang minimal. Selain itu, dapat dikatakan bahwa
dapat memaksimalkan output yang diharapkan dengan input tertentu. Biaya pendidikan
harus ditingkatkan untuk mencapai efisiensi internal. Berbagai jenis kebijakan, seperti:
a. Mengurangi biaya operasional
b. Memprioritaskan anggaran untuk komponen input yang langsung terkait dengan
proses belajar mengajar

c. Meningkatkan Kkapasitas ruang kelas dan fasilitas pendidikan lainnya
Meningkatkan kualitas PBM

d. Meningkatkan keinginan guru untuk bekerja lebih banyak

e. Meningkatkan rasio guru-murid

2. Efisiensi eksternal istilah efisiensi eksternal biasanya dikaitkan dengan metode analisis
keuntungan biaya, gaji dan total biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan digunakan
untuk menentukan rasio antara keuntungan keuangan sebagai hasil pendidikan. Untuk
meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan, Fattah (2006:43) menetapkan garis
besar aturan berikut:

a. Kesempatan yang sama untuk memasuki sekolah

b. Peluang untuk bertahan di sekolah

c. Mencapai prestasi akademik

d. Menikmati manfaat pendidikan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Di Indonesia, ketimpangan pendidikan di wilayah 3T merupakan masalah besar untuk
pemerataan pendidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan tenaga
pengajar, dan akses yang sulit karena infrastruktur yang kurang memadai adalah masalah utama
yang dihadapi. Situasi menjadi lebih buruk karena faktor ekonomi masyarakat yang rendah,
yang menghambat anak-anak di wilayah 3T untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Kebijakan anggaran pendidikan, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur adalah upaya
pemerintah yang telah dilakukan, tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Kendala yang harus
segera ditangani termasuk distribusi sumber daya yang tidak merata dan rendahnya keinginan
karyawan untuk mengajar.

Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan tindakan strategis yang mencakup
pengoptimalan penggunaan dana pendidikan, pengelolaan SDM vyang efektif, dan
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan akses ke pendidikan,
dukungan teknologi juga dapat dimanfaatkan. Berkolaborasi antara masyarakat, Pemerintah
daerah dan pusat sangat penting untuk keberhasilan dalam mengatasi masalah tersebut.
Pemerataan pendidikan di wilayah 3T dapat dicapai melalui kerja sama yang sinergis, yang
mendukung tujuan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
dan berdaya saing di tingkat dunia.
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